	[image: image1.jpg]





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN

      Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804 Fax. 890272
e-mail : pendidikan@lumajangkab.go.id

LUMAJANG  67358


NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DENGAN

SD/MI, SMP/MTs SWASTA
TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 188.45/3414/427.41/2019
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas   ( 23-07-2019 ) bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama

:
Drs. AGUS SALIM, M.Pd
Jabatan
:   Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  Lumajang.

Alamat
:
Kawasan Wonerejo Terpadu – Lumajang 


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang selaku Pemberi Hibah, selanjutnya    disebut sebagai  PIHAK KESATU.

II.   Nama
:
SAHRONI, S.Pd.I
      Jabatan
:
Kepala MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL yang berkedudukan di Desa Labruk Kidul kecamatan Sumbersuko bertindak  untuk dan atas nama MIS Nurul Islam Labruk Kidul kecamatan Sumbersuko selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai  PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU berkehendak memberikan Hibah berupa uang dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima pemberian Hibah Daerah tersebut, dengan berdasarkan pada :

1.
Undang-Undang    Nomor     12    Tahun     1950    tentang   Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;
17. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/276/427.12/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk SD, MI, SMP dan MTS Swasta di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.
Selanjutnya para Pihak menyatakan sepakat yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang  disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah pemberian dana hibah daerah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta dengan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;
Pasal 2

JUMLAH DANA YANG DIHIBAHKAN DAN PENYALURANYA

(1)
Besarnya dana hibah sebagaimana dimaksud  pasal 1, sebesar Rp. 43.600.000 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada kode rekening 5.1.4.001.001. Belanja Hibah kepada Masyarakat ( Bidang Pendidikan ).
(2) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pasar Lumajang dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke Rekening lembaga ( Sekolah / Madrasah / Pondok Pesantren ) penerima Hibah.
(3) Pencairan dana Hibah daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 dilakukan setiap triwulan
Pasal 3

RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

Dana Hibah ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan mendukung kelancaran proses belajar mengajar, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Pasal 4

PELAPORAN    DAN    EVALUASI
(1)
PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana hibah kepada PIHAK KESATU melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah disertai bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

(2)
Realisasi Penggunaan Dana Hibah harus sesuai dengan Proposal Pengajuan Hibah dari PIHAK KEDUA.

(3)
Apabila pada saat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban terdapat sisa dana yang tidak diserap / tidak dipergunakan, maka dana tersebut harus disetor kembali ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bank Jatim Cabang Lumajang dengan Nomor Rekening 0091000755 atas nama Kas Penerimaan.

Pasal 5
ADDENDUM

(1)  
Dalam  hal  terdapat   perubahan   Rencana   Anggaran   Belanja   sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menunjukan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.

(2)
Perubahan RAB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam  addendum  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
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18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
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20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;
33. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/276/427.12/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk SD, MI, SMP dan MTS Swasta di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.
Selanjutnya para Pihak menyatakan sepakat yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang  disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah pemberian dana hibah daerah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta dengan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;

Pasal 2

JUMLAH DANA YANG DIHIBAHKAN DAN PENYALURANYA

(1)
Besarnya dana hibah sebagaimana dimaksud  pasal 1, sebesar Rp. 43.600.000 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada kode rekening 5.1.4.001.001. Belanja Hibah kepada Masyarakat ( Bidang Pendidikan ).
(4) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pasar Lumajang dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke Rekening lembaga ( Sekolah / Madrasah / Pondok Pesantren ) penerima Hibah.

Pasal 3

RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

Dana Hibah ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan mendukung kelancaran proses belajar mengajar, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

PELAPORAN    DAN    EVALUASI

(1)
PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana hibah kepada PIHAK KESATU melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah disertai bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

(2)
Realisasi Penggunaan Dana Hibah harus sesuai dengan Proposal Pengajuan Hibah dari PIHAK KEDUA.

(3)
Apabila pada saat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban terdapat sisa dana yang tidak diserap/tidak dipergunakan, maka dana tersebut harus disetor kembali ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bank Jatim Cabang Lumajang dengan Nomor Rekening 0091000755 atas nama Kas Penerimaan.

Pasal 5

ADDENDUM

(1)  
Dalam  hal  terdapat   perubahan   Rencana   Anggaran   Belanja   sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menunjukan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.

(2)
Perubahan RAB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam  addendum  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
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Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama 
: 
SAHRONI, S.Pd.I
Jabatan 
:
Kepala MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL
Alamat Sekolah
: Jl. Raya Labruk Kidul 65 Desa Labruk Kidul 




  Kecamatan Sumbersuko Kabupaten  Lumajang


 Bahwa Sesuai dengan permohonan pengajuan Hibah yang kami sampaikan kepada Bupati Lumajang, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dana Hibah yang akan kami terima tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran selain yang ada pada rencana kerja pada proposal, rincian penggunaan dana hibah untuk tujuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pakta Integritas ini.

2. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan  perundang-undangan yang berlaku.



Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sungguh-sungguh dengan memahami segala resiko dan tanggungjawab yang ada di dalamnya, dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

   
MOHON UNTUK DICERMATI :
NPHD DIBUAT SEBANYAK  3 (TIGA) BERKAS :

1. BERKAS PERTAMA BERMATERAI PADA TANDA TANGAN KEPALA SEKOLAH DAN STEMPEL BASAH KEDUA BELAH PIHAK
2. BERKAS KEDUA BERMATERAI PADA TANDA TANGAN Plt. KEPALA DINAS DAN STEMPEL BASAH KEDUA BELAH PIHAK
3. BERKAS KETIGA TANPA MATERAI DAN STEMPEL BASAH KEDUA BELAH PIHAK
PAKTA INTEGRITAS DIBUAT SEBANYAK 3 LEMBAR :

1. LEMBAR PERTAMA BERMATERAI DAN STEMPEL BASAH  LEMBAGA               (ASLI SEMUA)
2. LEMBAR KEDUA FOTO KOPI DARI LEMBAR PERTAMA

3. LEMBAR KETIGA TANDA TANGAN KEPALA SEKOLAH TANPA MATERAI DAN STEMPEL BASAH LEMBAGA
PADA PASAL 2 AYAT 1  : 

PERIHAL BESAR DANA YANG DITERIMA LEMBAGA, NOMINAL UANG BISA DILIHAT PADA LAMPIRAN DATA PENERIMA BOSDA 2019 (FORMAT ECXEL) PADA KOLOM “J” (KOLOM WARNA KUNING) SESUAI NAMA LEMBAGA MASING-MASING.
UKURAN KERTAS MOHON UNTUK JANGAN DIBUAT UKURAN KUARTO.
TETAP PADA POSISI CUSTOM SIZE.
PIHAK KESATU
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Lumajang, 23 Juli 2019





Kepala MIS Nurul Islam Labruk Kidul 
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